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Abstrak
 

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan model teoretis tentang negosiasi antara wakil pekerja dan wakil

manajemen dalam menghasilkan persetujuan bersama. Selain itu juga, untuk mengetahui pengaruh variabel

sosial, variabel psikologis, serta variabel eksternal terhadap tercapainya persetujuan bersama. Tujuan

lainnya adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh norma perundingan masing-masing wakil

perunding terhadap tercapainya persetujuan bersama. 

<br />

 

<br />

Berdasar acuan dari Douglas dan Walton, bahwa perunding dari suatu organisasi sebagai individu

merupakan subyek yang dapat dipengaruhi oleh anggota kelompoknya, dan sebagai wakil kelompok juga

dipengaruhi oleh mitra rundingnya, disamping itu juga dapat dipengaruhi oleh intervensi dari pihak ketiga.

Dari acuan tersebut, diajukan model negosiasi yang dapat digunakan dalam menyelesaikan perselisihan

hubungan industrial antara wakil pekerja dan wakil manajemen (Model I). Model ini diajukan dan diuji

dengan model negosiasi yang digunakan oleh Pegawai Departemen Tenaga Kerja sebagai mediator dalam

menyelesaikan perselisihan industrial di sektor industri (Model II). 

<br />

Penelitian dilakukan di DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat. Pemilihan kedua daerah tersebut didasarkan

pada data bahwa kasus pemogokan terbanyak di Indonesia ada pada kedua daerah tersebut, disamping

Provinsi Jawa Timur. 

<br />

Sampel penelitian ini adalah kasus-kasus Perselisihan Hubungan Industrial di sektor industri pengolahan

yang telah terdaftar dan terdokumentasikan sejak tahun 1989 sampai dengan akhir tahun 1994. Sampel

terdiri dari 140 kasus perselisihan, dengan perincian; 38 kasus perselisihan Industrial di DKI Jakarta, dan

102 kasus perselisihan untuk Provinsi Jawa Barat. 

<br />

 

<br />

Data variabel-variabel penelitian diperoleh dari dokumen hasil pemerantaraan yang tersedia di Kantor

Departemen Tenaga Kerja setempat. Di samping itu dilakukan observasi dan wawancara untuk melengkapi

dan melakukan validasi silang terhadap kesahihan data yang diperoleh. 

<br />

 

<br />

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini, dilakukan analisis dengan teknik LISREL (Linear Structural
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Relations) dan Chi-kuadrat ( x2 ). LISREL digunakan untuk menguji kesesuaian model teoritik yang

diajukan dengan data, serta pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya dalam menghasilkan

persetujuan bersama. Selanjutnya Chi-kuadrat digunakan untuk melihat perbedaan tercapainya persetujuan

bersama ditinjau dari norma perundingan masing-masing wakil perunding. Analisis kualitatif dilakukan

untuk memberikan gambaran lebih jauh situasi yang nyata dalam proses negosiasi antara wakil pekerja dan

wakil manajemen dengan bantuan mediator. 

<br />

 

<br />

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) model negosiasi alternatif pertama (perampingan dari model I)

lebih sesuai untuk menjelaskan data, dibandingkan dengan model negosiasi alternatif kedua (perampingan

dari model II); (2) mediator sangat berperan dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial antara

pihak pekerja dan pihak pengusaha; (3) Variabel sosial dan vanabel psikologis berpengaruh terhadap

tercapainya persetujuan bersama antara wakil pekerja dan wakil manajemen; dan (4) norma perundingan

dari masing-masing wakil perunding yang bersifat kooperatif akan menghasilkan persetujuan bersama lebih

banyak dibandingkan dengan norma perundingan dari masing-masing wakil perunding yang bersifat

kompetitif. 

<br />

 

<br />

Dari hasil penelitian, disarankan perlunya peningkatan kemampuan masing-masing negosiator, baik dari

pihak wakil pekerja maupun pihak wakil manajemen. Di samping itu perlu dilakukan empowerment secara

struktural terhadap komposisi Bipartit dan Tripartit untuk memecahkan masalah ketenagakerjaan yang

sering terjadi di sektor industri.

		


